PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 12 TAHIH 2013

TENTANG

MOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
 BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
' DI KABUPATEN BEKASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,

& bahwa dalam upaya memberdavakan Masvarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR ) agar mampu meningkatkan kualitas ramahnya menjadi
rumah lavak huni dipandang perlu adanva bantuan stumulen dari
Pemennioh Kabupaten Bekasi vang diberikan kepada Masyarakat
Berpenghasilan  Rendah untuk membantu  pelaksanaan  perumahan
swadava:

b. bahwa agar pemanfaatan bantuan stimulan tersebut di atas lebih
akuntabel, tepat sasaran dan tepal penggunaan, maka perlu ada kriteria
dan persyaratan penernma bantuan dan obyek bantean vang jelas dan
tegas:

¢ babwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud  dalam
huruf & dan huruf b, perfu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Pedoman Fasilitasi Banfuan Perbarkan Rumah Bagi Masvarakat
Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi.

|. Undang-Lindang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Dagrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
MNegara Tahun 1950),

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 123
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagmimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang MNasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47007,




. 4 Undang-Undang Nomor | Tahun 2011 tentang Perumshan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Megara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188),

§ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan  Antars Pemerintah, Pemerintshan  Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347),

6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 temtang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

7 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumbsr dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaymana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,

8. Peraturan Menteri MNegara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2011 temtang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Stumulan  Perumahan Tidak Lavak Huni Bagi  Masvarakal
Berpenghasilan Rendah;,

9, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hekass
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010
Nomor 35,

10, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ¢ Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun
2012-2017 (Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Nomor 6); '

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran
Praerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 1.

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tghun 20011 temang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan - Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomar 38),

MEMUTUSKAN

2 PERATURAN BUPAT!I BEKAS] TENTANG PEDOMAN

FASILITAST BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN
BEKASE

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I Bantuan stimulan adalah Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah dana
vang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah penerima manfaat bantuan untuk
mermbantu pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan tidak lavak huni.




!

T

Berpenghasilan Rendah vang selanjutnva disingkat MBR adalah masvarakat
empumai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
: '::" — rumah vang layak huni.

-
e

g Layak Hum adalsh persyaratan kecukupan luas, kualitas dan kesehatan yang harus
: Kgalitss Rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau
rumah untuk memngkatkan dan/atau memenuhi svarat rumah lavak huni,

b Rangan adalah rumah vang kondisi salah satu dan tign komponen lantar {steuktur

Bl danding (struktur tengah), stau atap (struktur atas), rusak atau tdak layak

ak S 2 adalah rumah yang kondisi dua dan tiga komponen lantai (struktur bawah),
g {struktur tengah), atau atap (struktur atas) rusak atau tidak layak.

‘Herat adalah rumah vang kondist lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah ),
B ( struktur atas ) rusak atau tidak lavak huni,

s Desain adafah adalah gambar rancang bangun secara detail suaty bangunan,

@ sau vang discbut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan
memkai hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
pwres kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
Emmpet yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

shernhan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
Dt Rinci Penerima Bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi

: penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan ditetapkan oleh Kepala

bt Pengelola Kegiatan vang selanjutnva disehut UPE adalah Organisasi Masvarakat di

walsvah perdesaan yang dibentuk, dimiliki, dikelola, dan ditwukan bagi pemenuban
(Rebutubian dan kepentingan masyarakat calon penerima bantuan.

=

Badan Keswadayaan Masvarakat vang selanjutnya disingkat BKM adalah dewan pimpinan
ekt masvarakat warga penduduk desakeluraban & wilavah perkotaan vang dapat

ertindak sebagal representasi masyarakat warga penduduk desa/kelurahan,

| Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa vang selanjutnya disebut BEMPD
‘adalah Organisasi Perangkal Daerah vang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan
stimulan Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,

Dhnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset vang selanjutnva disingkat DFPKA
adulsh Orgamsasi Perangkat Daerah vang bertugas membayarkan dana bantuan stimulan
wyang berasal dari APBD atas permintaan Ketua Pokja.

A% Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Distarkim adalah Organisasi
- Perangkat Daerah vang bertugas melakukan verifikasi terhadap layak atau tidaknya calon

penenima bantuan,
FA"'/H'I
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1 fasilitast bantuan perbaikan rumah begi masyarakat berpenghasilan

‘adalsh tim vang dibentuk untuk memilal layak dan tidaknya calon penerima
nendapat bantuan rumah tdak lavak huni

BAB I
TLJUAN DAN RUANG LINGRUP

Pasal 2

Ilmnh Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi adalah
Pembangunan Jangka Menengah Daerah habupaten Bekasi Tahun 2012-

mc:muudk:a.n
Misi | vaitu untuk meningkatkan kebutuhan masvarakat,

arah kebijakan Misi |, pada huruf e vaitu memingkatkan kemandinan
melali pemberdayvaan kelompok masvarakat dan pada huruf m, yaitu
:an ketersedisan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman,

an strategi pembangunan Misi | pada angka 3, yaitu menanggulagi kemiskinan
' masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan
an sosial, dan pada angka 5, vaite tersedianyva infrastruktur vang berkualitas dan

n program daerah Misi 1, dalam menvelenggarakan uwrusan pemberdayaan

Pasal 3

hmun perbatkan rumah bay masvarakat berpenghasilan rendah adalah untuk
mberdsvakan MBRE agar mampu memngkatkan Kualitas Rumah secara swadaya
sy _ﬁ';ut menghuni rumah vang layak dalam hingkungan yang sehat dan aman;

mekup banuan perumahan tidak lavak huni sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
untuk Peningkatan Kualitas Rumah.

BAB I
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Baman Kesatu
Kriteria Penenima Bantuan

Pasal 4

perana bantuan perumahan trdak layak huni harus memenuhi Kriteria:
Warps Kabupaten Bekasi;
BR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
h berkeluarga, _
m memiliks rumah atau memiliki rumah atas nama pribadi tetapn tidak Jayak hum;
shuni rumah yang akan diperbaiki,
askan bagt masyarakal vang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu



Baguan kedua
Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

m Etnmdm berupa Peningkataan Kualitas Rumah,

a dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

snya rumah yang dimiliki;

m kondisi rusak ringan atau rusak sedang;

Sahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak hunt.

: m:mana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bag rumah vang tingkat
n pahing tingg dan diprioritaskan pada pembangunan‘perbaikan lantai, MCK dan

Bagian ketiga
Persvaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

_ erima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah:
smohonan perbaikan rumah dari MBR;
iln}tluan yang menvatakan

pernak menerima bantuan stimulan dan Kementerian Perumahan Rakvat,
Mh Kabupaten Bekasi dan‘atau Pemerintah Provinsi Jawa Barar;
| Tanuh yang dikuasai merupakan tanah milik sendiri, bukan tanah milik Negara, bukan
h sengketa, dan bukan tanah warisan vang belum dibagi;
_ n apabila tanah tidak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka harus ada

;l-ipemy_aman dari pemilik tanah, bahwa tanahnva ndak keberatan dipakai oich dan
- smiuk kepentingan Penerima Bantuan Rumah oleh Kepala Desa
Serat pernyataan yang menyatakan:
Satu-satunya rumah vang dimiliki untuk calon penerima bantuan:
Kesedian untuk menghuni rumah yang akan mendapat bantuan setimulan,
- Bersungguh-sungguh mengikuti program fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi
masvarakat berpenghasilan rendah.
» kopi sertifikat hak atas tanah, foto kopi surat bukti menpuasai tanah, atau surm
Weterangan menguasai tanah dari kepala desalurah,
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat
r ®eterangan domisili di lokasi perbaikan rumah tidak lavak huni,

2
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Bagian Keempat
Persyaratan Obyek Bantuan

Pasal 7

i Persyaratan Obyek Bantuan meliputi persyaratan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.

=) Persvaratan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
Gambar Disain dan RAB peningkatan kualitas rumah agar layak huni, vang menunjukan
keadaan semula foto 0% (nol persen) dan keadaan akhbir vang dikehendaki

' ] Pembuatan Gambar Desain dan RAB sebagaimana dimaksud pada avar (2), dilakukan oleh
anggota Pokja vang ditunjuk.




~ BABIV
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN

Bapgian Kesatu
Penggunasn Bantuan

Pasal 8

fapat digunakan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.
stimulan untuk Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada avat (1}

s stk perbaikan rumah vang memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam Pasal 4

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 9

bantuan d wilayah perdesaan akan dikoordinasikan oleh UPK,
wma bantuan di wilayah perkotaan akan dikoordinasikan oleh BEM.

Bagian Ketiga
Besar Dana Bantuan

Pasal 10

?' uan stimulan perbatkan rumah untuk MBR ditetapkan berdasarkan Anggaran
sn dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Bekasi.

Bagian Keempat
Sumber Dana Bantuan

Pasal 11

Jana bantuan perbaikan rumah bagi MBR bersumber dan APBD Kabupaten Bekasi.

Bkena bantuan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA DPPKA.

aeu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan
Regsatan dalam satu tahun anggaran DPPKA.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pasal 12

PR dan BKM membuka rekening khusus pada Bank Umum milik pemerintah untuk
_ aran bantuan perbaikan rumah tdak layak huni




Pasal 13

an dana bantuan perbaikan rumah kepada penenma bantuan dilakukan melalu
fangsung dari DPPKA kepada rekening khusus UPK dan BEM.

an sehagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari DPPEA
UPK dan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

 dana bantuan stmulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
w‘ﬂﬂ dan Pokja.

pencairan berdasarkan permintaan dan UPK dan BEKM

Iﬂulthn;ut mengenai tata cara pencairan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
s prosedur yang ditetapkan olel DFPEA.

Pasal 14

; N

n dana bantuan dari DPPEA ke rekening UPK dan BKM sebapaimana dimaksud
13 avat (1) dilakukan dafam 1 {satu) tahap 100% (seratus persen),

bantuan dart UPK dan BKM kepada masvarakat penerima bantuan dilakukan
L (dum ) tahap. vait,

a7 pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah dana bantuan untuk
masing penerima bantuan, dimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) harus
m dan-diserupun ketua UPK dan atau BKM;

kedua sebesar 40 (empat puluh persen) dari jumlah dana bantuan, dengan svarat
stimulan Tahap | sudah terealisasi sebesar mimimal 90%a (sembitan puluh persen),
ddo di Kas maksimal 10% (sepulub persen) dana Tahap |

‘I.I'K dan BRM memberi persetujuan schagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
m kemajuan dan sertifikasi pekerjaan dengan melampirkan

g scara penyerahan dana bantuan sebesar 60% (enam pulub persen) pada masing-
¢ masvarakat penerima bamtuan stimulan.

m}ramlv:at penerima  bantuan  ketika menerima  dana bantuan  stimulan
ol

di kwitansi penerimaan dana bantuan stimulan tahap 1 oleh MBR.

aian hl tenjadi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan‘atau penvelewengan dana, maka
@n dana bantuan tahap ke 2 sebesar 40% (empat puluh persen) tudak dapat dicairkan
pmpai masalahnya diselesaikan,

: lahan schagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pelanggaran ketentuan tentang
gran dan pemanfaatan dana banuan dan‘atau penvimpangan dalam pelaksanaan
1 perbaikan rumah di lapangan.
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Pasal 15

 pelaksanaa bantuan perbaikan rumah bagi masvarakat berpenghasilan rendah dibentuk
ng ditetapkan dengan Keputusan Bupat



~ BABY
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian kesatu
Kelompok Kera

Pasal 16

ﬁwsu:lpmﬂ Pasal 15 mempunyai fungst |
1 dan penvusunan peturjuk teknis pelaksanaan bantuan perbaikan

raan sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan perbaikan rumah bagi

fasilitasi proses pengajuan permintaan pencairan dana bantuan
lnuhhag; MBR;

an pencairan dana bantuan ke DPPKA.

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan
nah bagi MBR;

dan menetapkan hasil verifikasi lapangan vang disampaikan oleh tim

grawaban dan pelaporan kepada Bupati,
melak=anakan fungsi schagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) Pokja dibantu oleh
P g Tim Verifikasi, UPK dan BKM.

Pasal 17

sumans dimaksod dalam Pasal 16 avat (1) mempunyai tugas:
ws Gambar Desam dan RAB dan Rencana Kerja vang disusun oleh UPK. dan BEM,

m:mn pembayaran/pencairan bantuan vang dibuat UPK dan BEKM:
oran keuangan dan pelaksanaan kegiatan bantuan vang disusun oleh UPK dan

ﬂm_‘ﬂ.ﬂ.ﬂ dan pengawasan terhadap UPK dan BKM,
n hiasil pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepada Bupati.

Pasal 18

n Poka sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri dan:

"BPMPD:

dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
g Divstarkem.
'_” -m
: 5 Sostal,
m Hukum Setda;

camatan
__*; : gt Non PHS  Tim Faskah PNPM MPd, Tim Korkot PNPM-MP, UPK dan BEKM.



H-m' :“ m
Tim Venfikasi

Pasal 19

bentu tugas dan fungsi Pokja dibentuk Tim Verifikasi melalui Keputusan Kepala
st sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas ;
emwenifikasi calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR dengan
sdsyasunakan pelaksana verifikasi di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan,
gmpatkan hasil verifikasi calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR

Bagran Ketipga
UPK dan BKM

Pasal 20

4 tugas dan fungsi Pokja di fungsikan UPK dan BEM vang ditetapkan
san Bupati
mua sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) mempunyai tugas |
o kegiatan bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepads masvarakat
; an penerima bantuan,
i penjarngan dan pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan;
Gambar Desain dan RAB dan Rencana Kerja perbaikan rumah vang
santuan dan didampingi oleh Tim Pokja;
: lnmma Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
speriksa dan disetujui oleh Tim Pokja;
mumkan calon penerima bantuan, vang sudah disetujui dan ditetapkan dengan
“enctapan Camat (5PC).
n bantuan perbarkan rumah bagi MER kepada Bupati melalui Ketua Polja;
@ rekening kbusus Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan 3 (tiga)
=0 yanu: Ketua, Bendahara, dan wakil masvarakat penerima bantuan.
A pencairan dana bantuan kepada Bupati melalui Ketua Pokja;
ski rumah yang mendapat bantuan:
emmben ki lapuran keuangan (pencairan dan penyaluran) dama bantuan perbaikan
h!r MBR. dan membuat laporan akhir kegiatan kepada Pokja;

shukan koordinasi rutin dengan Pokja, Camar dan Kades.

Pasal 21

siaksanakan fugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (1), UPK dan
dmu Operasional yang bersumber dan APBED.

= _:hm operasional sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alokasi yvang

e dalam DPA BPMPD,

Pasal 22

 BEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan



BAB VI
TATACARA

Bapian Kesatu
Penjaringan Penenma Bantuan

Pasal 23

emjaringan penerima bantuan perbakan rumah bagi MBR adalah :
dan BEM melakukan penjaringan dan pendataan MBR atau berdasarkan pendataan
ampaikan oleh masvarakat yvang memenuhi kriteria penerima bantian sebagaimana
eut dalam Pasal 4 dan kriteria obyek bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
{23 dan ayal (3).

o penenima bantvan perbaikan rumah bagi MBR, di tingkat Desa disyahkan oleh
Reputusan Kepala Desa, dan ditingkat Kecamatan ditetapkan dan disvahkan oleh Surat
3 Camat.

Bagian Kedua
Permintaan Pencanran Dana Bantuan

Pasal 24

® permintaan pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat | 1)
K dan BEM mengusulkan permintaan pembayaran kepada ketus Pokja mengacu
emtmn dari DPPKA dengan melampirkan |
| Rimcian rencana kegiatan (RKTL) vang telah disetujui oleh Pokja,
I} Gambar Desain dan RAB;
3} Surat permohonan bantuan:
‘ Saral pernyataan belum pemah menerima bantuan perbaitkan rumah dan status
kepemilikan rumah;
$) Surat keterangan penghasilan;
§) Foo kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat
~ keserangan domisili di lokasi pembangunan perumahan tidak favak humi;
T) Foto 0% (nol persen) dan rumah vang akan mendapat bantuan.
= pokia melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi proposal
galan pencairan sebelum diserahkan kepada ketua pokja, sebagmimana dimaksud pada
mruf (2],
Retus Pokiz mengajukan Nota Dinas meminta pencairan kepada DPPKA untuk mentransfer

___" bantuan perbaikan rumah bagi MBR sebesar 100%% (seratus persen) ke rekening khusus
PK dan BKM.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

dan BEKM membuat laporan penvaluran dana bantuan meliputi laporan pencairan dana
wan Tahap 1, Tahap 2 dan laporan akhir



_ﬂ:j Laporan Tahap 1 dan Tahap 2 sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dikinm Ketua Pokja
~ paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dana bantuan diterima oleh seluruh penerima
“hantuan stimulan pada desa/kelurahan yang bersangkutan.

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikinim ke Ketua Pokja paling lambat
45 (empat puluh lima) har kerja setelah penyaluran dana bantuan Tahap Kedua diterima
‘olch masyarakat penerima bantuan.

44} Bentuk dan isi faporan Tahap 1 dan Tahap 2 ditetapkan oleh Pokja.

:'_* UPK dan BEM dilarang memungut biaya apapun dari penerima bantuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

gran Bupati im mulai berlaku pada tangeal diundangkan

gar m;: orang mengetahuinva menerbitkan Pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam
ferita Diaerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Med 2013
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